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Abstrak 

Perjanjian Jual Beli dengan Hak Membeli Kembali merupakan kekuasaan untuk Membeli Kembali barang 
yang telah dijual timbul dari suatu janji dimana si penjual diberikan hak untuk mengambil Kembali 
barang yang dijualnya, dengan mengembalikan harga pembelian awal disertai dengan penggantian 
berupa biaya yang dikeluarkan untuk menyelenggarakan pembelian, serta biaya untuk melakukan 
pembetulan (Pasal 1519 KUHPerd). Tanah merupakan objek penelitian benda yang tidak bergerak. 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah 
dengan Hak Membeli Kembali, pertimbangan hakim terkait (Studi Putusan No. 
38/Pdt.G/2019/PN.Bdw). Penelitian ini merupakan penelitian hukum  yuridis normatif, bersifat hukum 
positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif, dengan menggunakan sumber data 
sekunder yang diperoleh dari peraturan undang-undang dan bahan literatur yang berkaitan dengan 
objek permasalahan penelitian. Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Hak Membeli 
Kembali adalah penjual mempunyai hak Membeli Kembali barang yang dijualnya karena adanya suatu 
perjanjian dengan mengembalikan uang kepada pembeli sebagai uang pengganti sebagaimana dimaksud 
pada (Pasal 1532 KUHPerd) mengakibatkan batal demi hukum. Jangka waktu sebuah perjanjian tidak 
boleh lebih lama dari lima tahun (Pasal 1520 KUHPerd). Pertimbangan hakim terkait Jual Beli Tanah 
dengan Hak Membeli Kembali yang disebabkan pada perjanjian (Studi Putusan No. 
38/Pdt.G/2019/PN.Bdw) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Kata Kunci: Perjanjian, Jual Beli, Hak Membeli Kembali. 

Abstract  
The sale and purchase agremeent with the right to repurchase is the power to the buy back goods that have 
been sold a rising from an agremeent which the seller is given the right to take back the goods he sells, by 
returning the original purchase price accompained by compensation in the form of costs incurred to carry 
out the purchase, as well as costs for carrying out the purchase make corrections (Article 1519 KUHPerd). 
Land is object of research in the form of immovable objects. The problems in this study are the legal 
consequences of the sale and purchase agreement of land with the right to buy back, the judge’s 
considerations are related (Verdict Studies Number 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw).The research is a normative 
juridical law researcch, positive law that leads to normative legal research, using secondary data sources 
obtained from statutory regulations and literature materials related to me object of the research problem. 
The results show that the legal consuquences of buying and selling land with the right buy back are the 
seller hs the right buy back goods he sells because of an agreement to return the money to the buyer as a 
replacement money as a reffered to (Article 1532 KUHPerd). Meanwhile the judge’s considerations 
regarding the sale and purchase of has complied with the provisons of the applicable laws and regulations. 
Keywords: Agreement, Buy, Repurchase Right and Sells. 
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PENDAHULUAN 

Jual beli adalah salah satu macam perjanjian/perikatan yang telah termuat dalam 

buku ke-III KUHPerd tentang perikatan jual beli membawa dua aspek yang penting dalam 

hukum perdata salah satunya, pertama adalah kegiatan menjual yang secara sederhana 

menunjukkan pada suatu proses atau kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi jumlah 

harta kekayaan seseorang dan pada satu sisi yang merupakan suatu bentuk kewajiban, 

prestasi atau pun utang yang harus dipenuhi/dituntaskan. Kedua, pada sisi timbal balik 

kegiatan membeli tersebut telah melahirkan suatu bentuk tagihan atau hak yang 

merupakan kebendaan tidak berwujud yang bergerak. Namun kedua hal ini merupakan 

adanya secara timbal balik pada “saat yang bersamaan” dan pada kedua belah pihak 

membuat suatu perjanjian tersebut, jadi dalam jual beli telah terjadi dua sisi hukum 

perdata yaitu hukum kebendaan, dan hukum perikatan. (Buku ke-3 BW, Perikatan). 

Pada rumusan tersebut bahwa jual beli adalah sebuah bentuk perjanjian yang 

melahirkan kewajiban atau perikatan untuk memberikan sesuatu bentuk penyerahan 

kebendaan yang dijual oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli kepada penjual, 

jual beli dengan hak membeli kembali merupakan salah satu cara dan perkembangan 

transaksi yang terjadi di masyarakat berupa suatu bentuk perjanjian yakni seperti penjual 

(pemilik semula) yang dapat mempunyai atau diberikan hak dengan suatu perjanjian 

untuk membeli kembali barang tersebut yang telah dijual tersebut (Pasal 1519 KUHPerd). 

Maka jual beli dengan hak membeli kembali sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1519 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) menyebutkan bahwa : 

“kekuasaan untuk membeli barang yang telah dijual diterbitkan dari suatu janji, di 

mana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya yang dijual dengan 

mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian yang disebutkan 

dalam Pasal 1532”. 

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut diatur dalam Pasal 1519 

KUHPerd merupakan tidak diperbolehkan, karena mempunyai beberapa hal salah satunya 

yaitu: 

1. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali merupakan sebuah perjanjian 

hutang-piutang yang terselubung (semu) yang mempunyai arti perjanjian jual beli 

dengan hak membeli kembali dan sebenarnya adalah perjanjian hutang piutang atau 

pemberian pinjaman dengan mempunyai jaminan. 

2. Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali bertentangan dengan hukum adat 

karena di dalam hukum adat tidak dikenal dengan jual beli dengan hak membeli 

kembali. 

Dalam hukum adat dikenal dengan “terang dan tunai (tidak diakui)” seperti yang 

diatur dalam Pasal 1457 KUHPerd yang menyatakan dalam perjanjian jual beli ini harga 

barang dibayar secara tunai dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) 

hanya mengena jual beli secara tunai tidak mengenal jual beli dengan cicilan (secara 

angsuran) tetapi melainkan secara hukum praktik “dianggap tidak sah dan batal demi 

hukum. para pihak dalam membuat suatu perjanjian harus dapat mengikuti beberapa 

syarat dalam sebuah perjanjian, dimana syarat dalam perjanjian mencakup beberapa 

point penting yaitu : 
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1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya 

2. Kecakapan membuat suatu perikatan 

3. Suatu hal tertentu 

4. Sebab yang halal (Pasal 1320, KUHPerd). 

Perjanjian menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) 

perjanjian jual beli adalah sebuah perjanjian konsesualisme yang artinya perjanjian jual 

beli sudah dianggap terjadi sejak tercapainya kata sepakat oleh para pihak. perjanjian jual 

beli dapat dikatakan bahwa kesepakatan pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu barang, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang 

dijanjikan dan telah disebutkan pada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerd) dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur esensial dari perjanjian jual 

beli adalah “harga dan barang”. (Sipahutar, E. 2020). 
Hak membeli kembali merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang 

berdasarkan pada sebuah perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang telah terlibat, dan 

dalam ketentuan Pasal 1519 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) telah 

dikatakan/disebutkan bahwa : (Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, 2020), perjanjian 

jual beli dengan hak membeli kembali atas tanah dan bangunan, dimana hak tersebut 

memberikan kekuasaan kepada pihak penjual untuk membeli kembali tanah dan 

bangunan yang telah dijualnya. (Pohan, M. 2018). 
Tanah dikehidupan masyarakat dapat mengakibatkan tanah yang berfungsi untuk 

kehidupan manusia tersebut baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama 

untuk dapat pemanfaatan dilakukan secara maksimal dan oleh karena itu masyarakat 

diadakan pengaturan yang sedemikian rupa dengan tetap mempehatikan kepentingan 

bersama dari kepentingan pribadi karena itu tanah dapat kita nilai sebagai suatu bentuk 

harta yang bersifat permanent dan dapat dicadangkan pada masa yang akan datang, 

adapun tanah dapat diartikan sebagai tempat pemukiman dari sebagian masyarakat 

manusia disamping sumber kehidupan mereka yang sedang mencari nafkah dari hasil 

usaha pertanian dan perkebunan dan pada akhirnya tanah dijadikan sebagai tempat 

kediaman terakhir bagi seseorang yang telah meninggal dunia. (Paraniti dan 

WayanWirawa, 2020). Dilakukan secara maksimal oleh masyarakat dan diadakan 

pengaturan-pengaturan yang sedemikian rupa agar tetap memperhatikan kepentingan 

bersama dibandingkan kepentingan pribadi karena itu tanah dapat kita nilai sebagai suatu 

bentuk harta yang bersifat permanent dan dapat dicadangkan pada masa yang akan 

datang 

Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak telah berwenang untuk 

mengadakan suatu hubungan dengan syarat-syarat yang sesuai dengan kehendak dan 

para pihak yang telah bersepakat dengan segala akibat dan ketentuan yang sesuai dengan 

asas kebebasan berkontrak, asas ini sebenarnya mengikat para pihak telah membuat 

sebuah bentuk perjanjian dan perjanjian itu bisa berbentuk apa saja.  

Dalam praktek sehari-hari perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sering 

kita lihat pada benda tidak bergerak seperti berupa tanah atau pun rumah, tetapi menurut 

kenyataannya jual beli dengan hak membeli kembali ini merupakan sebuah jual beli semu, 

maksud dari jual beli semu itu karena hal yang terjadi ialah hutang piutang dimana 

seseorang yang telah membutuhkan uang pergi mencari kreditur dan kemudian antara dia 
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dan kreditur tersebut telah dibuat suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali 

akan tetapi tanah atau pun rumah yang dijual tersebut tetap akan dikuasai oleh penjual 

(debitur) sehingga bagi hukum yang terjadi bukan jual beli melainkan sebuah persetujuan 

hutang dengan bangunan yang bersifat seolah-olah hubungan gadai yang bertujuan untuk 

memperkuat kedudukan kreditur terhadap debitur sekaligus untuk memperkuat posisi 

kreditur terhadap pihak ketiga sebab dengan adanya akta jual beli sekalipun dengan 

syarat membeli kembali kreditur sudah dapat terjamin untuk kepentingannya atas 

pemenuhan hutang atau yang berarti suatu saat nanti barang atau pun bangunan 

dipindahkan lagi yang telah dibebani dengan hak-hak ketiga oleh debitur, maka kreditur 

dapat melakukan perlawanan atau verzet atas dasar hak milik yang telah dilandasi dengan 

jual beli. (Yohana, Y. 2015). 
Hukum perdata menjelaskan bahwa perjanjian hanya mungkin terjadi jika ada suatu 

perbuatan yang nyata baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan secara fisik dan tidak 

dalam bentuk pikiran yang semata-mata sehingga bisa disebut sebagai suatu perjanjian 

karena adanya suatu perbuatan, sekurang-kurangnya dua orang atau lebih, perbuatan 

tersebut menerbitkan sebuah perikatan diantara pihak-pihak yang telah berjanji, 

peristiwa terjadinya suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan sebagai 

perikatan/perjanjian, dimana dengan adanya perikatan antara 2 (dua) orang yang saling 

terkait atau berjanji dalam sebuah bentuk perjanjian maupun kesanggupan yang ditulis 

untuk diucapkan. (Mertokusumo Sudikno, 1987) 

Hak membeli kembali disini dapat diartikan bahwa si penjual yang telah menjual 

barangnya kepada si pembeli berhak untuk membeli kembali barangnya tersebut dari si 

pembeli yang telah diadakan dengan adanya suatu perjanjian tadi.  

Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan 

orang yang lain karena suatu perbuatan peristiwa atau keadaan. Beliau telah menjelaskan 

bahwa perikatan itu terdapat dalam suatu bidang hukum harta kekayaan, bidang hukum 

keluarga, bidang hukum pribadi dan beberapa perikatan yang meliputi beberapa bidang 

hukum lainnya yang disebut dengan perikatan dalam arti luas. (Abdul Kadir Muhammad, 

2002) 

Perikatan adalah sebagai suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua 

pihak berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan 

pihak yang lain ini berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Menurut Subekti 

perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang telah berjanji kepada orang lain atau 

dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. (R.Subekti, 1985) 

Perjanjian adalah hukum antara dua pihak atau lebih bedasarkan kata sepakat untuk 

menimbulkan akibat hukum. (Sudikno Mertokusumo, 1988) 

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) menjelaskan bahwa 

pada dasarnya jual beli merupakan suatu kesepakatan dimana pihak yang satu telah 

mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang dengan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan. Namun berdasarkan hukum perjanjian di Pasal 1233 

Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerd) merupakan tiap-tiap sebuah perikatan 

lahir karena persetujuan atau pun karena Undang-Undang yang di dalamnya terdapat 

buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) atau yang sering kita denger 

dengan buku perikatan. 
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Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yang menjelaskan 

sebuah perjanjian yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Pada dasarnya ada 

terbentuk sebuah rumusan perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 1313 Kitab 

Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerd) namun mengandung banyak kelemahan-

kelemahan didalamnya, adapun kelemahan yang dimaksud yaitu: (Abdul Kadir 

Muhammad, 1992) 

Hanya menyangkut perjanjian yang sepihak, dapat diketahui adanya rumusan 

perjanjian “satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih 

lainnya”,kata “mengikatkan” merupakan kata kerja yang bersifat menyatukan antara 

kedua belah pihak, sedangkan perjanjian itu sendiri adalah kesepakatan kedua belah 

pihak sehingga menghasilkan sebuah rumusan yang saling mengikat jadi lebih jelas ada 

konsensus kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah membuat perjanjian. (Putri, 

E. 2020). 
Perbuatan mencakup juga tanpa adanya konsensus atau kesepakatan didalam 

pengertian terdapat sebuah perbuatan termasuk juga sebuah tindakan yaitu, 

Melaksanakan tugas tanpa adanya kuasa, Perbuatan melawan hukum, dari kedua hal 

tersebut merupakan suatu tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya sebuah 

konsensus (kesepakatan) dan merupakan perbuatan yang ada di dalam rumusan tersebut 

adalah melawan hukum. 

Tanpa menyebut suatu tujuan, dalam perumusan Pasal tidak boleh disebutkan apa 

tujuan untuk mengadakan sebuah perjanjian sehingga pihak yang mengikatkan dirinya 

tidak jelas maksud dan tujuannya untuk apa. Menurut R.Setiawan suatu rumusan yang 

terdapat di dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) 

perjanjian dikatakan tidak lengkap karena banyak menyangkut suatu persetujuan atau 

perbuatan maka didalamnya telah tercakup pula sebuah perwakilan sukarela yang disebut 

(zaakwaarneming) dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad). (R.Setiawan, 

1999)  

Perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu perbuatan hukum atau perbuatan 

subjek hukum yang ditujukan sebagai akibat hukum yang dengan sengaja dikehendaki 

oleh subjek hukum tersebut. 

Adanya menambah perkataan atau “lebih sering mengikatkan dirinya” terdapat di 

dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), dengan adanya dasar 

dan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas maka perlu dirumuskan kembali apa 

yang dimaksud dengan perjanjian itu sehingga dapat didefenisikan arti dari sebuah 

perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal, misal perjanjian jual beli.  

Suatu perjanjian akan mengikat kedua belah pihak yang telah membuat sebuah 

perjanjian secara sah yang sesuai dengan adanya syarat-syarat perjanjian yang tercantum 

di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) mengatur tentang syarat-syarat sah 

perjanjian dan di dalam Pasal tersebut memiliki 4 (empat) syarat yaitu kesepakatan 

mereka yang telah mengikatkan dirinya,  kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 

suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. (Salim, 2009) 
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Cara pernyataan sesuai kehendak yaitu memakai bahasa yang sempurna secara 

tertulis, memakai bahasa yang sempurna secara lisan, memakai bahasa yang kurang 

sempurna asal dapat diterima oleh para pihak lawan, dikarenakan dalam sebuah 

kenyataan sering kali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang kurang sempurna 

tetapi dapat dimengerti oleh pihak lawannya, memakai bahasa isyarat agar dimengerti 

dan dapat diterima oleh pihak lawan, diam atau membisu tetapi asal dapat dipahami dan 

diterima pihak lawan. (Sudikno Mertokusumo, 1987)  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang artinya adalah suatu 

penelitian yang bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan-ketentuan Undang-

Undang dan perundang-undangan dalam kaitannya dengan akibat hukum atas perjanjian 

jual beli tanah dengan hak membeli kembali tersebut. Bahan hukum primer (primary 

resorce) yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat  terdiri dari Undang-Undang Dasar 

1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd), Pasal, Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA). Bahan hukum sekunder (secondary resource) yaitu bahan yang terdiri 

dari karya akademis, mulai dari yang diskriptif sampai berupa komentar yang penuh kritik 

yang memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku dan/atau yang 

seharusnya berlaku. Bahan ini berupa dari sebuah buku teks, jurnal hukum, literatur, dan 

hasil penelitian ilmiah. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk 

mendukung penjelasan bahan hukum primer dan sekunder. 

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah analisis 

berdasarkan hukum positif yang mengarah kepada penelitian hukum yang normatif, yaitu 

suatu penelitian yang hanya didasarkan pada peraturan tertulis. Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut mencakup penelitian asas-asas hukum, sistematika 

hukum, dan perbandingan hukum maupun sejarah hukum. (Simbolon, N. 2020) 

Penelitian kepustakaan (librabry research) yaitu penelitian yang dilakukan 

berdasarkan sumber bacaan yakni Undang-Undang, buku- buku, penelitian ilmiah, artikel 

ilmiah, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas di dalam skripsi 

ini. Penelitian lapangan (field research) adalah dengan melakukan penelitian langsung 

kelapangan. Hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Kota 

Medan dengan mengambil kasus yang berhubungan dengan penelitian. (Damanik, J., & 

Siregar, T. 2017) 
Dalam melakukan analisis dari sebuah penelitian, para ahli hukum akan melakukan 

suatu metode dalam penelitiannya, Metode penulisan hukum ini dikelompokkan menjadi 

dua model yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan 

penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan sampel dalam pengumpulan data. 

Hal ini menggunakan pengolahan data kualitatif deskriptif di satu pihak, pihak lainnya 

penelitian kualitatif menggunakan kuisioner dalam pengumpulan data dan dianalisis 

secara statistik dan dikembangkan dalam bentuk penyajian data secara kualitatif. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Objek Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali 

Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah barang yang dapat ditentukan wujudnya dan 

jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjual belikan karena 

adanya suatu perjanjian jual beli yang telah sah mengikat kedua belah pihak sehingga tercapai 

kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang tersebut belum diserahkan maupun 

harganya belum dibayarkan (Pasal 1458 KUHPerd). Perjanjian jual beli dapat dikatakan batal 

demi hukum apabila penjual telah menjual barang yang bukan miliknya atau barang yang akan 

dijual tersebut telah hilang/musnah pada saat penjualan sedang berlangsung. 

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) tidak menjelaskan secara 

terperinci mengenai suatu objek dari perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut 

dan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) juga tidak ada pengaturan yang 

pada dasarnya menjadi sebuah objek perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali adalah 

sama yang dapat menjadi objek di dalam perjanjian jual beli biasa, hanya saja dalam suatu 

perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali ini merupakan objek perjanjian jual beli tersebut 

yang telah melekat hak penjual dengan suatu perjanjian bahwa ia dapat membeli kembali barang 

tersebut. Perjanjian jual beli yang menjadi objeknya adalah barang atau benda (zaak) menurut 

Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) menjelaskan arti dari suatu defenisi 

benda (zaak) ini adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek dari hak milik, namun di Pasal 

1332 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) mengatur bahwa hanya sebuah barang-

barang yang disetujui untuk diperdagangkan dan dapat menjadi suatu objek dari sebuah 

perjanjian jual beli.  

Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali hanya dapat dipakai untuk 

menyembunyikan gadai atau menyembunyikan sebuah perjanjian pinjam uang dengan jaminan 

kebendaan yang seharusnya telah dibuat dalam bentuk hipotek atau suatu hak kebendaan atas 

barang tidak bergerak yang dijadikan jaminan dalam pelunasan suatu perikatan (Pasal 1162 

KUHPerd) dan biasanya para kreditur lebih menyenangi benda-benda atau pun barang yang 

tidak bergerak berupa tanah atau apapun itu untuk sebagai jaminan dari piutangnya. 

Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali 

Berjanji pada sesuatu berarti kita telah mengikatkan diri sendiri pada suatu kewajiban 

untuk melakukan sesuatu, dengan adanya suatu perjanjian maka lahirlah sebuah akibat hukum 

yang berupa hak-hak dan kewajiban yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yang telah 

membuat perjanjian tersebut. Paling sedikit ditentukan jenis barangnya, jadi dapat dikatakan 

bahwa kewajiban utama dari penjual adalah menyerahkan barang yang telah dijualnya kepada 

pembeli dan disamping itu penjual juga berkewajiban untuk memberikan tanggungan atau 

jaminan bahwa barang yang dijaul tidak mempunyai sangkut apapun baik yang berupa tuntutan 

maupun pembebanan yang terdapat di Pasal 1457 juncto (jo) dan Pasal 1474 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerd), Pasal 1478 KUHPerd mengatakan bahwa: 

“penjual tidak wajib menyerahkan barang yang bersangkutan, jika pembeli belum 

membayar harganya sedangkan penjual tidak mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”. 

 Pembeli kewajiban utamanya ialah membayar harga pembelian barang yang telah dibeli 

dari si penjual di Pasal 1457 juncto (jo) dan Pasal 1513 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerd) sesuai dengan yang telah diperjanjikan oleh para pihak dimana pihak penjual berhak 

untuk menuntut suatu pengembalian barang yang telah dijual sebelumnya sedangkan dari pihak 
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pembeli berhak untuk menerima kembali harga barang pembelian semula, selanjutnya akan 

diuraikan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban yang harus diketahui oleh para pihak penjual 

dan pembeli dalam suatu perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali. 

Kewajiban Penjual Dalam Sebuah Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli kembali 

Mengenai kewajiban-kewajiban si penjual dapat kita lihat dalam Pasal 1532 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerd) bahwa “penjual yang menggunakan janji membeli kembali 

tidak saja diwajibkan untuk mengembalikan seluruh harga pembelian asal, tetapi juga diwajibkan 

mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan untuk menyelenggarakan 

pembelian serta penyerahannya dan begitu pula biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan 

dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya yaitu sejumlah 

tambahannya itu”. 

 Apabila penjual sebagai akibat janji beli kembali atau telah memperoleh barangnya maka 

barang itu harus diserahkan kepadanya bebas dari semua beban dan hipotek yang diletakkan 

oleh pembeli, namun itu diwajibkan menepati persetujuan-persetujuan sewa dengan itikad baik 

yang telah dibuat oleh si pembeli. (Gunawan Widjaja dan Kartini Mujadi, 2020). 

 Kemudian jika ada biaya yang dikeluarkan oleh pembeli untuk menyelenggarakan 

pembelian serta penyerahan maka penjual tersebut mengembalikan harga penjualan semula 

yang diwajibkan untuk mengganti semua biaya yang telah dikeluarkan atas segala biaya 

pembelian dan penyerahan yang pernah dikeluarkan oleh pembeli sebelumnya (Pasal 1488 

KUHPerd) dan isi dari Pasal 1488 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) yaitu “dalam 

hal pembeli membatalkan pembelian penjual wajib mengembalikan harga barang, dan juga biaya 

yang telah dikeluarkan untuk melakukan pembelian dan penyerahan sejauh pembeli telah 

membayarnya menurut persetujuan”. 

Hak Penjual Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali 

 Penjual berhak meminta kembali barang yang telah dijualnya asal memenuhi kewajiban 

sebagai seseorang yang mempunyai hak untuk membelinya kembali, tapi jika suatu benda yang 

dikaitkan untuk hak membeli kembali tersebut telah jatuh tempo kepada si (pembeli) maka si 

penjual dapat mengajukan tuntutan kepada si pembeli. Penjual dapat menggunakan haknya 

kepada pembeli walaupun nantinya di dalam sebuah perjanjian tidak ada disebutkan hal ini 

menunjukkan bahwa hak membeli kembali dapat dilakukan terhadap siapa saja yang merupakan 

pembeli dari benda tersebut (Pasal 1532 KUHPerd), maka penjual berhak menerima benda itu 

kembali seperti keadaan benda yang semula dan dari segala beban maupun hipotek atau hak yang 

telah diletakkan pembeli terhadap benda tersebut. 

Kewajiban Jual Beli Dalam Perjanjian Jual Beli Dengan Hak Membeli Kembali 

 Selama penjual belum mempergunakan haknya untuk membeli kembali maka pembeli 

dalam jangka waktu tersebut akan menggantikan segala hak penjual atas benda atau objek jual 

beli yang antara si penjual dan si pembeli (Pasal 1424 KUHPerd) maksud dari pasal tersebut telah 

menyatakan bahwa “karena adanya pembaruan utang antara kreditur dan salah seorang para 

debitur yang berutang secara tanggung-menanggung, maka para debitur lainnya dibebaskan dan 

perikatan.” Pembaruan utang yang dilakukan terhadap debitur untuk membebaskan para 

penanggung utang, jika dalam hal yang pertama kreditur telah menuntut para debitur lainnya 

atau dalam hal, yang kedua ia telah menuntut para penanggung utang supaya turut serta dalam 

perjanjian baru tetapi orang-orang tersebut menolak maka perikatan utang lama tetap berlaku. 
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 Penentuan hak milik si pembeli dalam batas waktu tertentu menyangkut kewajiban dari 

si pembeli terhadap suatu barang yang dibelinya atau yang sedang terikat kepada hak penjual dan 

sesuai dengan kewajiban yang terdapat di dalam sebuah perjanjian maka si pembeli harus tetap 

menjaga benda/barang tersebut, pembeli juga berkewajiban untuk merawat barang agar nilai 

barang itu tidak merosot dan tetap terawat supaya dalam keadaan benda/barang tersebut tetap 

sama seperti semula. 

Akibat Hukum Atas Perjanjian Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali 

 Jual beli dengan hak membeli kembali mengakibatkan batal demi hukum. Ketentuan Pasal 

1520 KUHPerdata mengatur bahwa "hak penebusan tidak boleh diberikan untuk jangka waktu 

lebih dari lima tahun", maka jika perjanjian itu berjangka lebih panjang dari jangka waktunya 

kemudian dikurangi menjadi lima tahun harga yang dibayarkan kepada pembeli semula adalah 

harga pembelian semula, yaitu harga awal yang dibayar pembeli kepada penjual (Pasal 1532 (1) 

KUHPerd) dan penebusan disesuaikan dengan harga umum (harga pasar) pada saat hak akan 

dilaksanakan maka dalam hal ini akad/perjanjian tersebut bukanlah akad pembelian kembali 

melainkan akad penjualan baru. Pasal 1523 KUHPerdata mengatur bahwa “penjual suatu barang 

yang tidak bergerak meminta persetujuan tentang hak untuk menebus barang yang dijual, 

penjual berhak untuk melaksanakan haknya terhadap pembeli meskipun dalam perjanjian kedua 

tidak menyebutkan janji”. lain halnya jika pokok akadnya adalah barang bergerak maka 

pembelian dalam keadaan aman yaitu tidak dapat diwajibkan untuk menyerahkan barangnya 

kepada penjual pertama, maka penjual pertama hanya dapat menggugat wanprestasi terlebih 

dahulu pembeli (R.Subekti, 1995).  

Dalam sebuah praktek perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sering digunakan 

untuk memasukkan kontrak pinjam meminjam dengan memberikan jaminan kebendaan yang 

seharusnya berupa gadai karena itu dalam beberapa kasus mahkamah agung (MA) memberikan 

pembatalan perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali tersebut. (Suharnoko, 2004). 

Berdasarkan Pasal 1457 jual beli yang dimaksud dalam KUHPerd bersifat obligatoir atau 

yang berarti bahwa suatu perjanjian jual beli baru dapat mengakibatkan hak dan kewajiban 

timbal balik muncul diantara kedua belah pihak atau dengan istilah lain seperti jual beli yang 

dianut hukum perdata yang belum dapat memindahkan hak milik atau hak milik baru berpindah 

sebelum melakukan penyerahan (levering). Jual beli benda tidak bergerak seperti jual beli tanah 

telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayarkan 

sehingga untuk sebuah pemindahan hak masih sangat diperlukan untuk suatu perbuatan hukum 

lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan sebuah peraturan. 

Jual beli tanah menurut hukum perdata terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :  

1. Perjanjian jual belinya 

2. Penyerahan haknya 

Keduanya terpisah satu dengan lainnya sehingga hal yang pertama sudah selesai yang 

biasanya dengan akta notaris, tetapi kalau hal keduanya belum dilakukan maka status tanah 

tersebut masih akan tetap hak milik penjual. 

 Ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting dari suatu perjanjian jual beli 

adalah “harga” dan “barang”, harga pembelian harus ditetapkan oleh kedua belah pihak (Pasal 

1465 KUHPerd) dan barang adalah objek perjanjian jual beli. Pasal 1333 KUHPerd objek 

perjanjian tersebut harus tertentu atau setidak-tidaknya dapat ditentukan. 
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 Jual beli dengan hak membeli kembali (verkoop met recht van mederinkoop) diatur 

dalam bagian keempat buku ke III tentang perikatan pada Pasal 1519-1532 KUHPerd, dalam 

Pasal 1519 KUHPerd yang berbunyi “kekuasaan untuk membeli barang yang telah dijual 

diterbitkan dari suatu janji, dimana penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barangnya 

yang dijual dengan mengembalikan harga pembelian asal dengan disertai penggantian yang 

disebutkan dalam Pasal 1532.” (Djaja S.Meliala, 2012) 

Dimana ketentuan Pasal 1532 KUHPerd menyatakan bahwa “penjual yang menggunakan 

perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang harga pembelian semula 

melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum yang telah dikeluarkan pada waktu 

menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya, begitu pula biaya yang diperlukan untuk 

pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang dijual bertambah harganya. 

Penjual tidak dapat memperoleh penguasaan atau barang yang dibelinya kembali, sebelum 

memenuhi segala kewajiban diatas.” 

 Perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali sebenarnya merupakan perjanjian jual 

beli yang sering dilakukan dalam masyarakat, hanya si penjual diberikan hak dengan suatu 

perjanjian untuk mengambil kembali barang yang telah dijualnya karena itu merupakan suatu 

proses perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali yang telah disepakati antara si penjual 

dan pembeli selama jangka waktu yang dijanjikan tidak akan menjual lagi barangnya kepada 

orang lain, karena sewaktu waktu dapat diminta untuk menyerahkan kembali barang tersebut 

kepada si penjual dan janji membeli kembali ini harus dibuat diawal sebuah perjanjian jual beli 

dan jika janji ini baru disepakati dikemudian hari antara si penjual dan si pembeli maka si pembeli 

tersebut juga akan terikat, tetapi janji tersebut tidak dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga 

yang kemudian akan membeli barang itu dari pembeli pertama. 

 Dalam waktu tersebut kedua belah pihak yang telah sepakat perjanjian untuk dapat 

menetapkan jangka waktu pembelian kembali, tapi seandainya jika dalam perjanjian telah 

ditentukan jangka waktu yang lebih panjang dari 5 tahun maka akibat dari jangka waktu ini harus 

tetap terhitung tidak lebih dari pada 5 tahun (Pasal 1520 (2) KUHPerd) dan apabila tuntutan 

untuk membeli kembali ini diajukan ke pengadilan maka hakim harus dapat mempunyai 

pendirian bahwa 5 tahun sudah menjadi ketetapan tidak dapat menyetujui biarpun di dalam 

sebuah perjanjian dalam tenggang waktunya yang hanya 5 tahun. Dengan dibatasi waktu yang 

setinggi-tingginya 5 tahun maka Undang-Undang telah memberikan hak kepada si penjual untuk 

membeli kembali benda-benda yang telah dijualnya. Hak membeli kembali tersebut telah 

disetujui oleh kedua belah pihak dan telah menjadi sebuah perjanjian jual beli dimana pihak 

penjual telah menyetujui harga benda yang telah dijualnya kepada pihak pembeli dan pihak 

pembeli berkewajiban mengembalikan atau merelakan hak milik atas benda tersebut yang secara 

langsung telah berpindah kembali kepada penjual sesuai dengan jangka waktu yang telah 

disepakati oleh kedua belah pihak dan selanjutnya pada Pasal 1532 KUHPerd menyatakan bahwa 

“penjual yang menggunakan perjanjian membeli tidak saja wajib mengembalikan seluruh uang 

harga pembelian semula melainkan juga mengganti semua biaya menurut hukum yang berlaku, 

yang telah dikeluarkan waktu menyelenggarakan pembelian serta penyerahannya begitu pula 

biaya yang perlu untuk pembetulan-pembetulan dan biaya yang menyebabkan barang yang 

dijual bertambah harganya, yaitu sejumlah tambahannya itu.” (R.Subekti, 1995) 

Apabila hak membeli kembali tidak dipergunakan dalam jangka waktu yang telah 

diperjanjikan maka akan hilang hak tersebut, akan tetapi sebagai pemilik barang yang telah 
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dibelinya.Jual beli dengan hak membeli kembali ini bersifat bebas atas barang yang telah menjadi 

milik dari si pembeli namun si pembeli yang membeli kembali dapat memperoleh hak milik atas 

barang yang dibelinya tetapi dapat mengakibatkan kewajiban jika sewaktu-waktu dalam (jangka 

waktu yang diperjanjikan) untuk dapat menyerahkan barangnya kepada si penjual, jika telah 

lewat jangka waktu yang telah diperjanjikan maka si pembeli tetap menjadi sebagai pemilik tetap 

(mutlak). 

Pertimbangan Hakim Terkait Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali (Studi 

Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw) 

 Beberapa macam jual beli, seperti jual beli menurut arti dari Pasal 1457 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata (KUHPerd) mengartikan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain untuk 

membayar harga yang dijanjikan. (Pasal 1457 KUHPerd) 

Sedangkan pengertian jual beli secara umum adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda 

atau barang yang dapat mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu 

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan sebagai syarat dan 

kesepakatan. 

Pertimbangan Hakim Terkait Jual Beli Tanah Dengan Hak Membeli Kembali : 

Terhadap materi eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam 

jawabannya menyangkut materu pokok perkara yaitu eksepsi gugatan Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut akan 

diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana Pasal 136 HIR. 

Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mendalilkan perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan cara 

menguasai tanah objek sengketa dengan batas-batas yang jelas milik Para Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam SHM No.625/Desa Besuk, Kecamatan 

Klabang, Kabupaten Bondowoso seluas 1.821 m² (seribu delapan ratus meter persegi), SHM 

No.626/ Desa Besuk atas nama Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa 

Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan 

puluh sembilan meter persegi). 

Maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang pada 

pokoknya adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat 

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dengan menguasai tanah objek sengketa SHM No.625/ 

Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten Bondowoso seluas 1.821 m² (seribu delapan ratus 

dua puluh satu meter persegi) dan SHM No. 626/ Desa Besuk, Kecamatan Klabang, Kabupaten 

Bondowoso seluas 999 m² (sembilan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang 

diperoleh dari jual beli dengan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, tanpa seizin 

Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi selaku pemilik.  

Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah 

mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya terhadap Objek Sengketa a quo, Para Tergugat 

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi tidak melakukan jual beli hilang atau jual beli lepas 

sehingga tanah Objek Sengketa tersebut masih menjadi hak dari Para Tergugat Konvensi/ Para 

Penggugat Rekonvensi. 
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Pasal 171 Het Herziene Indonesisch Reglement disebutkan : 

1. Tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. 

2. Pendapat atau dugaan khusus yang timbul dari suatu pemikiran tidak dipandang sebagai 

kesaksian. 

Pasal 1907 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan “tiap-tiap kesaksian harus 

disertai dengan alasan-alasan bagaimana diketahuinya hal-hal yang diterangkan”. Pendapat 

maupun perkiraan-perkiraan khusus yang diperoleh dengan jalan pikiran melainkan bukanlah 

kesaksian. 

 Maka dengan adanya ketentuan diatas saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi dimana keterangannya bukanlah merupakan kesaksian dan 

merupakan kategori saksi Testimonium De Auditu oleh karena itu keterangannya patut untuk 

dikesampingkan. 

Berdasarkan pertimbangan hakim tersebut terbukti bahwa Para Tergugat I dan Tergugat II 

untuk segera mengosongkan objek sengketa I dan objek sengketa II dalam keadaan baik dan 

gugatan Penggugat dikabulkan dan serta selanjutnya Penggugat Tergugat harus membayar biaya 

perkara. 

 

SIMPULAN 

Akibat hukum jual beli tanah dengan hak membeli kembali, dimaksud pada Pasal 

1532 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) dan mengakibatkan batal demi 

hukum, bagaimana pertimbangan hakim terkait jual beli tanah dengan hak membeli 

kembali (Studi Putusan No. 38/Pdt.G/2019/PN.Bdw). 

Terhadap materi eksepsi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi 

dalam jawabannya menyangkut materu pokok perkara yaitu eksepsi gugatan Penggugat 

Konvensi/Tergugat Rekonvensi kurang pihak oleh karenanya eksepsi-eksepsi tersebut 

akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara sebagaimana Pasal 136 
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